KETUA PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI

Nomor : 1414/KPA.W3-A16/SK.OT1.2/VI/2024

TENTANG

KOORDINATOR PENGAWAS PEMBINA DAN HAKIM PENGAWAS BIDANG

Menimbang:

Mengingat

PADA PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI
KETUA PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI,

. bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 33 Undang- undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menentukan
bahwa Ketua Pengadilan Agama mengadakan pengawasan
atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera,
Sekretaris dan Jurusita;

. bahwa tata cara pelaksanaan pengawasan sebagaimana yang
dimaksud di atas telah ditentukan sebagaimana tersebut
dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor
KMA/096/SK/IX/2006, tentang Pengawasan dan Evaluasi
atas hasil pengawasan oleh Pengadilan tingkat Banding dan
Pengadilan Tingkat Pertama ;

. bahwa tata cara pengawasan dan evaluasi atas hasil
pengawasan telah pula dilengkapi dengan petunjuk
pelaksanaannya;

. bahwa untuk lebih mengintensifkan pengawasan dan demi
terlaksananya penyelenggaraan teknis peradilan, pengelolaan
administrasi dan pelaksanaan tugas yustisial, baik yang
menyangkut manajemen peradilan, administrasi perkara,
administrasi umum kinerja maupun pelayanan publik pada
Pengadilan Agama Tanjung Pati perlu ditetapkan dan
ditunjuk Koordinator dan hakim pengawas bidang.

. Bahwa sehubungan dengan adanya mutasi masuk Wakil
Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati (an. Ahmad
Syafruddin, S.H.I., M.H.), dipandang perlu memperbarui
Surat Keputusan tentang Koordinator Pengawas Pembina dan

Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Tanjung
Pati;

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3
Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;



Menetapkan:

Pertama

Kedua

Ketiga

Keempat

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman;

4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor
KMA/001/SK/1/1991 tentang Pelaksanaan Pola Bindalmin;

5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor
KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;

6. Keputusan Ketua Mahkamah  Agung RI Nomor
KMA/145/SK/1/2007 tentang Memberlakukan Buku IV
Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-
Badan Peradilan.

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI
TENTANG KOORDINATOR PENGAWAS PEMBINA SERTA HAKIM

PENGAWAS BIDANG PADA PENGADILAN AGAMA TANJUNG
PATI

Menunjuk Koordinator Pengawas dan Pembina dan Hakim
Pengawas Bidang, dengan susunan dan tanggung jawabnya
sebagai tersebut dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini;

Melaksanakan isi Surat Keputusan ini dengan penuh tanggung
jawab dan melaporkan hasil pengawasannya kepada Ketua
Pengadilan Agama Tanjung Pati secara berkala;

Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Surat Keputusan
Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati Nomor 854 /KPA.W3-
A16/SK.OT1.2/111/2024 tanggal 13 Maret 2024 dinyatakan
dicabut dan tidak berlaku lagi;

Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan
apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini untuk disampaikan kepada yang bersangkutan untuk
dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di  Lima Puluh Kota
Pada tanggal 11 Juni 2024
A KETUA,
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